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BUPATIKAUR 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURANBUPATIKAUR 
NOMOR 38 TAHUN 2017 

TENTANG 

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kaur, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah serta Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hurnf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

3. Undang-Uridang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

SEKRETARIAT OAERAH KABU PAiEN KAUR 
BAGIAN HU K U M 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaur Nomor 09); 

8. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang 
Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 
Nomor466). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA 
KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
KABUPATEN KAUR 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur; 
3 . Bupati adalah Bupati Kaur; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur; 
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan 
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat; 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah; 

7. Dinas adalah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kaur; 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPfD adalah 
pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis 
penunjang yang berada dibawah Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman; 

9. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi 
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang 
berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai 
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas 
Dinas. 
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BAB II 

KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal2 

( 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas 
Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan 
Pemerintahan Bidang Pertanahan; 

(2) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan periietirttalian Bidang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan 
Pemerintahan Bidang Pertanahan; 

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di 
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan 
Pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan 
Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 
Kabupaten; 

(5) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan 
dan kawasan permukiman; 

b . penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan 
tugas-tugas bidang perumahan dan kawasan permukiman 
dan urusan pemerintahan bidang pertanahan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 
lingkungan tugasnya; 

d . pelaksanaan administrasi dinas; 
e . pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat membawahi 2 (Dua) Sub Bagian, terdiri dari: 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan dan keuangan. 

c. Bidang Perumahan membawahi 2 (dua) seksi, terdiri dari: 
1) seksi perencanaan monitoring dan evaluasi; 
2) seksi penyediaan dan pembiayaan. 

d . Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan membawahi i 
(dua) seksi, terdiri dari: 
1) seksi kawasan permukiman; 
2) seksi pertanahan. 

e. Unit Pelaksana Teknis; 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR 
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BABm 

TUGAS DAN FURGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 

Pual4 

( 1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perum.ahan, 

Kawasan Pennukiman dan Pertanahan yang menjadi 

kewenangan daerah; 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perum.usan kebijakan daerah di bidang perum.ahan rakyat 

dan kawasan pennukiman, prasarana, sarana, dan utilitas 

umum (PSU) serta pertanahan; 
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perum.ahan rakyat 

dan kawasan pennukiman, prasarana, sarana dan utilitas 

umum (PSU) serta pertanahan; 
c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di 

bidang perumahan rakyat dan kawasan pennukiman, 

prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) serta 

pertanahan; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang 

perum.ahan rakyat dan kawasan permukiman, prasarana, 

sarana dan utilitas umum (PSU) serta pertanahan; 

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan di bidang perum.ahan rakyat dan kawasan 

permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 

serta pertanahan; 
f. pelaksanaan administrasi dinas perumahan, kawasan 

permukiman dan pertanahan; dan 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

Bagian Kedua 

Sekretaris 

PualS 

( 1) Sekretaris melakukan pelayanan teknis dan administrasi 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perum.ahan 

dan Kawasan Permukiman; 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan 

kegiatan, serta anggaran dinas perum.ahan dan kawasan 
pennukiman; 

b. pengelolaan data dan informasi di bidang ketahanan pangan; 

c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang perumahan 
dan kawasan permukiman; 

d. pembinaan dan pemberian layanan administrasi 

pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas; 

________ e. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan 

SEKRETARIAT OAERAH KABUPATc·, ,. dinas; 
BAG I AN HU KUM 
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f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di 
lingkungan dinas; . . 

g. koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan 
dinas; 

h. pengelolaan barang milik daerah di lin~g~ dinas; 
i. koordinasi dan penyusunan bahan publikas1 serta hub1:1ngan 

masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 
j. penyusunan bahan rancangan peraturan IJ<:run?ang­

undangan dan fasilitasi bantuan hukum d1 b1dang 
perumahan dan kawasan permukiman; 

k. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
perumahan dan kawasan permukiman; dan 

1. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Sekretaris membawahi: 

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Paragraf 1 

Kepala Sub Bagian Umum clan Kepegawaian 

Pual6 

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan 
koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan 
kepegawaian; 

b. pelaksanaan administrasi surat-menyurat dan pengelolaan 
kearsipan serta dokumentasi; 

c. penyusunan rencana kebutuhan, pengoordinasian, 
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas; 

d. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan 
penghimpunan peraturan dan perundang-undangan di bidang 
perumahan dan kawasan permukiman; 

e . pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program 
dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; 

f. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 
standar operasional prosedur di sub bagian umum dan 
kepegawaian; 

g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang 
berkaitan dengan urusan administrasi umum dan 
kepegawaian; 

h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah 
tangga dinas; 

i. pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi 
serta hubungan masyarakat; 

j . koordinasi penyiapan bahan angka kredit jabatan fungsional 
tertentu dan pengusulan kenaikan pangkat; dan 

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 
:N /\r,v· 
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f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di 
lingkungan dinas; 

g. k~>0rdinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan 
dmas; 

h. pengelolaan barang milik: daerah di lingkungan dinas; 
i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan 

masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 
j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang­

undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang 
perumahan dan kawasan permukiman; 

k. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
perumahan dan kawasan permukiman; dan 

I. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Sekretaris membawahi: 

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Paragraf 1 

Kepa)a Sub Bagien Umum. dan Kepegawaian 

Pasal6 

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan 
koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan 
kepegawaian; 

b. pelaksanaan administrasi surat-menyurat dan pengelolaan 
kearsipan serta dokumentasi; 

c. penyusunan rencana kebutuhan, pengoordinasian, 
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas; 

d. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan 
penghimpunan peraturan dan perundang-undangan di bidang 
perumahan dan kawasan permukiman; 

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program 
dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; 

f. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 
standar operasional prosedur di sub bagian umum dan 
kepegawaian; 

g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang 
berkaitan dengan urusan administrasi umum dan 
kepegawaian; 

h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah 
tangga dinas; 

i. pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi 
serta hubungan masyarakat; 

j. koordinasi penyiapan bahan angka kredit jabatan fungsional 
tertentu dan pengusulan kenaikan pangkat; dan 

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 
SEKRETARIAT OAERAH KABUPAT[:i M, 

BA GI AN HU K U M 



Paragraf2 

Kepala Sub Raglan Perencanean dan Keuangan 

Pasal7 

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 
tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan kegiatan serta melaksanakan administrasi keuangan 
dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan 
fungsi: 

(1) 

(2) 

SEKRETARIAT DAERAH KAoUf~, 
BA GI AN H UKUM 

a. penyiapan penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub 
bagian perencanaan dan keuangan; 

b . penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan 
keuangan dinas; 

c. pengelolaan anggaran badan pekerjaan umum dan penataan 
ruang; 

d. penatausahaan administrasi keuangan dinas perumahan dan 
kawasan permukiman; 

e. penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan 
badan secara berkala; 

f. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di 
lingkungan dinas perumahan dan kawasan permukiman; 

g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang 
berkaitan dengan urusan perencanaan, keuangan dan barang 
milik daerah di lingkungan dinas perumahan dan kawasan 
permukiman; 

h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik di 
sub bagian perencanaan dan keuangan ; 

i. pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sub bagian perencanaan dan keuangan; 

j. penyusunan penyiapan rencana strategis dan rencana kerja 
dinas perumahan dan kawasan permukiman; 

k. koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAKlP); 
1. penyiapan, koordinasi dan penyusunan rencana, program 

dan anggaran dinas perumahan dan kawasan permukiman; 
m. pengoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan 

penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan 
dinas perumahan dan kawasan permukiman secara berkala; 
dan 

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

BagianKetiga 

Kepala Bidang Perumahan 

Pasa18 

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan 
pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan rakyat sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan; 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang perumahan; 
b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan 

pelaksanaan tugas bidang perumahan; 
TELAH DIPROS\~~ .!:!:()'7' 
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c. pelaksanaan pendataan di bidang perumahan rakyat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d . perencanaan di bidang perumahan rakyat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. penyediaan perumahan rakyat pada tingkat daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pembiayaan di bidang perumahan rakyat pada tingkat daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan rakyat pada 
tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

i. menghadiri rapat teknis yang berkenaan dengan perumahan; 
j. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang perumahan; 
k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang perumahan; 

dan 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas. 

Pasal9 

Kepala Bidang Perumahan membawahi: 
a. Kepala Seksi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi; 
b. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan; 

Paragrafl 
Kepala Seksi Perencanaan, Monitoring clan Evaluasi 

Pasal 10 
(1) Kepala Seksi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi mempunyai 

tugas menyelenggarakan perencanaan program, monitoring dan 
Evaluasi bidang rakyat; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi 
perencanaan, monitoring dan evaluasi; 

b. penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi 
perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan 
sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 
lebih terarah dan berjalan lancar; 

c. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang­
undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; 

d. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan 
perancangan perumahan sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan; 

e. pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyediaan rumah 
umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil; 

f. pelaksanaan pendataan dan perencanaan pemberdayaan, 
bantuan serta pengembangan; 

g. pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyediaan 
rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur; 

h. pelaksanaan pendataan dan perencanaan rehabilitasi rumah 
korban bencana di daerah; 

SEKRETARIAT DAE RAH KABUFAT tN l\r .• 
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i. pelaksanaan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas 
umum (PSU) perumahan, sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kesejahteraan masyarakat dan korban bencana; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rumah umum serta 
penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan 
rumah komersil; 

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan, bantuan 
dan pembiayaan rumah swadaya; 

1. pelaksanaan perencanaan pencegahan perumahan kumuh di 
daerah; 

m. pelaksanaan persiapan fasilitasi penelitian, pengembangan 
perumahan; . 

n. pelaksanaan persiapan administrasi kerja sama dan kermtraan 
dengan pihak-pihak terkait di bidang perumahan; 

o. pelaksanaan pemberian tugas dan petunjuk kepada bawahan 
sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. menghadiri rapat teknis pendataan dan perencanaan di bidang 
perumahan; 

q. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di bidang 
perumahan; 

r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; 

s . pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf2 

Kepala Seksi Penyediaan clan Pembiayaan 

Pasal 11 

(1) Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan mempunyai tugas 
pelaksanaan program penyediaan dan pembiayaan perumahan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyiapan penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi 

penyediaan dan pembiayaan; 
b. menyusun rencana, program dan kegiatan seksi penyediaan 

dan pembiayaan bidang perumahan sesuai dengan aturan 
yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 
berjalan lancar; 

c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang­
undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; 

d. menyusun bahan petunjuk teknis 
pembiayaan perumahan sesuai 
undangan yang berlaku sebagai 
kegiatan; 

lingkup penyediaan dan 
peraturan perundang­
pedoman pelaksanaan 

e. pelaksanaan perumusan kebijakan penyediaan rumah umum, 
rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta 
pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum; 

f. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah 
swadaya; 

g. pelaksanaan perumusan penyediaan dan rehabilitasi rumah 
korban bencana di Kabupaten Kaur; 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATc : 

h. pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum 
(PSU) perumahan, sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
kesejahteraan masyarakat serta korban bencana; 
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1. pelaksanaan perumusan penyediaan rum.ah bagi 
masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kaur; 

j. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penzman 
pembangunan, pengembangan perumahan dan penerbitan 
serti:fikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG); 

k. pelaksanaan pengelolaan data untuk penyediaan dan 
pembiayaan di bidang perumahan; 

I. pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah 
umum, rumah swadaya dan mikro perumahan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah; 

m. pelaksanaan pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan 
sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

n . pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di bidang 
perumahan; 

o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; 

p . pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Keempat 
Kepala Bidang Kawasan Perm.uJdman dan Pertanahan 

Pasal 12 
(1) Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai 

tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknik, penyusunan 
standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan ti:ngkat Kabupaten; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang kawasan 

permukiman dan pertanahan; 
b . penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan 

pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman dan 
pertanahan; 

c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang kawasan 
permukiman dan pertanahan; 

d. perencanaan teknik di bidang kawasan permukiman dan 
pertanahan serta pemantauan dan evaluasi di bidang kawasan 
permukiman dan pertanahan tingkat Kabupaten; 

e . penyusunan standar dan pedoman di bidang kawasan 
permukiman dan pertanahan serta pemantauan dan evaluasi 
di bidang kawasan permukiman dan pertanahan tingkat 
Kabupaten; 

f. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman dan 
pertanahan; 

g. pelaksanaan pendataan perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh; 

h. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan 
pertanahan; 

1. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang kawasan 
permukiman dan pertanahan; 

j . penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang kawasan 
permukiman dan pertanahan; dan 

sEKRETARIATDAERAH KAB~rA c\ • k pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 
B AG I AN H U K U t.i • 

TELAH DIPR01~~ N 
DITELITI KEBE / 0 A 



Pasal 13 

Kepala Bidang Kawasan Pennukiman dan Pertanahan membawahi: 
a. Kepala Seksi Kawasan Pennukiman. 
b. Kepala Seksi Pertanahan. 

Paragraf 1 
Kepala Seksi Kawasan Permulrirnan 

Pasal 14 
(1) Kepala Seksi Kawasan Pennukiman mempunyai tugas 

menyiapkan data dan infonnasi sebagai bahan penyusunan 
pemrograman dan perencanaan Seksi Kawasan Pennukiman. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
Kepala seksi Kawasan Pennukiman menyelenggarakan fungsi: 
a . penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi kawasan 

pennukiman sesuai dengan aturan yang berlaku agar 
pelaksanaan kegiatan dinas perumahan dan permukiman 
Kabupaten Kaur lebih terarah dan berjalan lancar; 

b. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang­
undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 
c. pelaksanaan pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan 

sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d . pelaksanaan penyiapan bahan analisis teknis dan 

penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum (PSU) kawasan pennukiman; 

e. pelaksanaan perencanaan teknis, penyusunan standar dan 
pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang (PSU) kawasan 
pennukiman; 

f. pelaksanaan intensifikasi dan pemberdayaan listrik; 
g. pelaksanaan koordinasi pihak-pihak lain yang terkait. 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; 

Paragraf2 

Kepala Seksi Pertanahan 
Pasal 15 

(1) Kepala Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan 
pelaksanaan pemberian izin lokasi, melaksanakan pengadaan 
tanah un~ kepentingan umum, menyelesaikan sengketa tanah, 
menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah 
un~ pembangunan oleh Pemerintah Daerah, menetapkan 
subJek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah 
kelebihan maksimum dan tanah absente, merencanakan 
penggunaan tanah; 

(2) Untuk mel~sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
Kepala Seks1 Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 
a . penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi pertanahan · 
b . pemberian izin lokasi lintas· ' 
c. penetapan lokasi pengad~ tanah untuk kepentingan umum 

Kabupaten; 
d. penyelesaian sengketa tanah, perumahan, kawasan 

rs00E~KR~Et~AR;-;-;IA~TD;:--:A::::ERA::-:H-:-::KA:-:-:B:'."."UP~'A--, E-N KA-U-R--,ne-nnukiman dan garapan; 
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e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti 
kerugian tanah; 

f. penyelesaian masalah tanah kosong; 
g. penginventarisasian dan pemanfaatan tanah kosong; 
h . perencanaan penggunaan tanah; 
i. menghadiri rapat teknis terkait masalah pertanahan; 
j . pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi pertanahan; 
k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pertanahan; dan 
I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

BAB IV 

Bagian Kesatu 
JABATAN PERANGKAT DAERAH 

Pasall6 

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Ilb atau 
jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan 
administrator. 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb atau 
jabatan administrator 

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan 
struktural eselon IVa atau jabatan pengawas 

Bagian Kedua 

Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal 17 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara 
profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas . 

Pasal 18 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 17 ayat (1) peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan; 

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara 
tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas; 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional terse but pada ayat ( 1) pasal 
ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATE N KAUR 
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BABV 

TATAKERJA 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 19 

(1) Hal-hal yang menjadi tugas dinas merupakan satu kesatuan 
yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; 

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana 
Pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan urusan bidang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan operasionalnya 
diselenggarakan oleh kepala bidang dan kepala seksi menurut 
bidang tugas masing-masing; 

(3) Kepala dinas, baik secara teknis operasional maupun teknis 
administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan 
tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat 
berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya; 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam 
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip kooridnasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi; 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib 
memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan; 

Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 20 

(1) Kepala dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang 
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib 
memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 
kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan 
tepat pada waktunya; 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada 
bawahan; 

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BagianKetiga 

Hak Mewaldll 

Pasal 21 

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh 
Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas 
berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan 
memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya. 
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BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 22 

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas. 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 23 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati m1, maka Peraturan yang 

mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 24 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kaur. 

SEKRETARIAT OAERAH KABUPATEN KAUR 
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